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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk 

kegiatan industri di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka telah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kesesuaian 

tersebut ditunjukkan oleh lokasi industri yang berada pada kawasan 

peruntukan industri, tidak termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B), serta terpenuhinya persyaratan perizinan dan 

ketentuan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan alih 

fungsi lahan telah mengikuti mekanisme penataan ruang yang berlaku. 

Keberadaan LP2B yang luas di wilayah tersebut tetap memerlukan 

pengendalian yang ketat agar tidak mengganggu ketahanan pangan. 

B. Saran 

Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan agar tetap sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penguatan perlindungan terhadap 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga perlu dilakukan secara 

konsisten melalui kebijakan yang tegas. Evaluasi rencana tata ruang secara 

berkala diperlukan agar tetap selaras dengan perkembangan wilayah, tanpa 

mengabaikan keseimbangan antara pembangunan industri dan ketahanan 

pangan. 
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